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Abstrak. In the era of globalism and pluralism, government systems are becoming increasingly important 
and sensitive. Over time, government has evolved from a monarchical and imperial system to a more 
democratic and democratic system. However, several years ago, there was a push to understand and 
develop different systems of government, such as Islamic government. The caliphate, or "deputy" or 
"leader", is a system of government based on Islamic law and rooted in the Koran. It is the authority of all 
Islamic countries to enforce Islamic law and spread its teachings. The development of an Islamic 
government system involves a balance between the government's role in advancing Islam and the 
government's role in carrying out its functions. The Khilafah is a system of government that is responsible 
for implementing Islamic law in the world. Different from other Islamic government systems such as 
monarchy, republic, government and federation. Islamic government has two main functions, namely 
implementing Islamic law in people's lives and building political and government systems in areas that 
have been influenced by Islamic teachings. Islamic government is influenced by various social and political 
factors, such as the influence of the Prophet of Islam Muhammad bin Abi Talib, the Prophet of Islam 
Muhammad bin Abi Talib, and the Prophet of Islam Muhammad bin Abi Talib. 
Keywords: Government, Caliphate, Islamic Law.  
 
Abstrak. Berjalannya waktu, pemerintahan telah berkembang dari sistem monarki dan imperial menjadi 
sistem yang lebih demokratis. Namun, beberapa tahun lalu, ada dorongan untuk memahami dan 
mengembangkan sistem pemerintahan yang berbeda, seperti pemerintahan Islam. Khalifah, atau "wakil", 
adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam dan berakar pada Al-Qur'an. Merupakan 
kewenangan semua negara Islam untuk menegakkan hukum Islam dan menyebarkan ajarannya. 
Pengembangan sistem pemerintahan Islam menyangkut keseimbangan antara peran pemerintah dalam 
memajukan Islam dan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Khilafah adalah suatu sistem 
pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan hukum Islam di dunia. Berbeda dengan 
sistem pemerintahan Islam lainnya seperti monarki, republik, pemerintahan, dan federasi. Pemerintahan 
Islam mempunyai dua fungsi utama, yaitu menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan 
membangun sistem politik dan pemerintahan di daerah yang telah dipengaruhi oleh ajaran Islam. 
Pemerintahan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan politik, seperti pengaruh Nabi Islam 
Muhammad bin Abi Thalib, Nabi Islam Muhammad bin Abi Thalib, dan Nabi Islam Muhammad bin Abi 
Thalib. 
Kata Kunci: Pemerintahan, Khilafah, Hukum Islam 
 
 
PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan telah menjadi isu yang sangat penting dan sensitive. Dalam 
beberapa dekade terakhir, system pemerintahan telah mengalami perubahaan yang signifikan, dari 
system monarki dan imperial yang dominan di masa lalu hingga system republik dan demokrasi 
yang lebih luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan minat untuk 
memahami dan mengembangkan system pemerintahan yang berbeda, seperti system khilafah. 
Khilafah yang berarti “wakil” atau “pemimpin” merupakan sistem pemerintahan yang 
berdasarkan hukum islam dan memiliki Sejarah Panjang dalam islam. Gagasan pembentukan 
negara khilafah dan negara Islam merupakan aplikasi politik Islam yang berasumsi bahwa Islam 
memiliki kapasitas untuk mengatur negara, seperti yang pernah terbukti dalam sejarah. 
Kelompok-kelompok Islam militan yang muncul dengan tujuan mendirikan negara Islam dan 
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menerapkan syariat Islam secara menyeluruh hingga saat ini masih berada dalam ranah gagasan, 
konsep, dan wacana, tanpa ada negara tunggal yang berhasil mengambil bentuk negara khilafah. 

Sejak awal penciptaan, Allah telah memberikan  misi kepada manusia untuk menjadi 
khilafah dimuka bumi. hal ini serupa dengan pernyataan Allah kepada para malaikat bahwa dia 
akan menciptakan kekhalifahan di muka bumi. peralihan kekuasaan kepada manusia pertama, 
adam, sebagai khalifah meimbulkan reaksi keras dikalangan penghuni surga saat itu. saat itu. Para 
malaikat akhirnya mengakui bahwa mereka hanya tahu sedikit  tentang dunia ini, namun iblis 
dalam kesombongannya masih merasa dirinya lebih unggul dan tidak mau menghormati Adam, 
sehingga Tuhan diusir dari surga. Kata khalifah adalah istilah yang muncul tidak hanya  dalam 
Al-Qur'an tetapi juga dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW1. Khalifah merupakan pedoman 
umum bagi seluruh umat islam di seluruh dunia untuk menaati syariat islam dan melaksanakan 
dakwah diseluruh belahan dunia. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pengertian khilafah dalam 
Al Quran digunakan untuk mereka yang diberi wewenang untuk mengatur wilayah yang luas dan 
terbatas. Pembangunan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam mempunyai tujuan 
mendasar untuk melindungi keimanan dan Islam serta menjamin kepentingan pemerintah dalam 
menjalankan fungsinya.  

Khilafah adalah sistem pemerintahan khusus yang berlaku bagi seluruh umat Islam di 
seluruh dunia untuk menegakkan hukum Syariah Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh 
penjuru dunia. Khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan lain seperti monarki (kerajaan), 
republik, kekaisaran, dan federasi. Secara mendasar, istilah Khilafah mengacu pada konsep 
kepemimpinan dalam negara yang menerapkan hukum Islam. Pendirian Khilafah Islam memiliki 
dua tujuan utama: pertama, menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, dan kedua, 
mendirikan sebuah sistem politik dan pemerintahan di wilayah yang telah ditetapkan dalam ajaran 
Islam. Penyebaran gagasan Khilafah di seluruh dunia semakin luas dilakukan oleh Organisasi 
Islam Transnasional yang dikenal sebagai Hizbut Tahrir (HT). HT merupakan organisasi Islam 
transnasional yang secara vokal memperjuangkan konsep Khilafah. Selain itu, HT merupakan 
organisasi Islam transnasional terbesar di dunia yang aktif dalam kegiatan politik dan penyebaran 
Ideologi Khilafah yang mereka bawa. Secara sejarah, HT berdiri pada tahun 1953 di Baitul 
Maqdis. Berawal dari konflik antara Arab-Israel, pendiri HT, Taqiyuddin An-Nabhani, dipicu 
untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah yang sebelumnya telah berjaya dan kemudian 
runtuh pada masa Kekaisaran Utsmaniyah di Turki. Pada tahap awal pergerakannya, Taqiyuddin 
An-Nabhani terbatas hanya di wilayah Jazirah Arab. HT pertama kali diperkenalkan di Indonesia 
pada awal 1980-an dan kemudian dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, 
menurut pandangan Moh Iqbal Ahnaf, Ideologi HT sudah ada di Indonesia ketika Taqiyudin An-
Nabhani mengunjungi negara tersebut pada tahun 1972. Tidak ada kepastian mengenai kapan 
persisnya HT mulai menyebarkan ideologinya di Indonesia. Berdasarkan konteks sosial dan 
politik yang beragam, pemahaman tentang penerapan syariat Islam dan sistem pemerintahan 
Islam bervariasi. Sebagai contoh, Hizbut Tahrir berusaha mengadvokasi penghidupan kembali 
sistem khilafah seperti yang diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun. Mereka 
percaya bahwa Islam telah menetapkan batasan yang jelas terkait dengan bentuk tunggal 
kekuasaan, yakni pemerintahan yang mengimplementasikan hukum sesuai dengan wahyu Allah 
SWT. Selain itu, mereka meyakini bahwa Islam telah menetapkan sistem pemerintahan dalam 

 
1 Zain, A. (2019). Khilafah dalam islam. Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, 3(1), 41-
55 
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bentuk khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang sah dalam Daulah Islam.2 
Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mencakup beragam aspek seperti ras, 
agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. 
Keberagaman ini diakui dan diatur oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ketika 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperkenalkan konsep khilafah yang menekankan negara 
berdasarkan syariat Islam, pandangan pluralis Indonesia seperti Abdurrahad Wahid menolaknya. 
Menurut Wahid, penolakan terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syar’iatisasi tersebut 
didasarkan pada pandangan bahwa Islam sebagai ajaran hidup (syariat) tidak memiliki konsep 
yang jelas tentang negara. 

KAJIAN TEORITIS 
 Di era globalisasi dan dinamika politik yang terus berubah, pertanyaan mengenai sistem 

pemerintahan menjadi semakin penting. Orang-orang mencari pilihan baru yang selaras dengan 
nilai dan kebutuhan mereka. Salah satu alternatif yang menarik perhatian adalah khilafah yang 
berakar pada ajaran Islam. Khilafah, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "penerus" atau 
"pemimpin", adalah sebuah konsep pemerintahan  Islam  berdasarkan  hukum Syariah. 
Pemahaman Khilafah tidak hanya terbatas pada pemahaman teologis saja, namun juga mencakup 
aspek sejarah, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk 
memahami dan mendiskusikan relevansi dan signifikansi khilafah sebagai  sistem pemerintahan 
alternatif. Salah satu aspek yang disoroti adalah pemahaman khilafah  oleh berbagai kelompok 
dan organisasi Islam, seperti Hizbut Tahrir (HT). Kajian terhadap pandangan HT mengenai 
khilafah menyoroti upayanya memperjuangkan konsep ini di seluruh dunia. Organisasi tersebut 
menganjurkan pembentukan khilafah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi  
umat Islam di berbagai belahan dunia. Kajian ini fokus pada peran dan strategi HT dalam 
menyebarkan gagasan khilafah. Selain itu, beberapa penelitian juga menyelidiki relevansi 
khilafah dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Pertanyaan  bagaimana khilafah dapat 
diwujudkan dalam masyarakat majemuk dan global merupakan suatu hal yang sangat 
memprihatinkan. Bagian penting dari pembahasan ini juga merupakan gambaran kontribusi para 
pemikir Islam modern terhadap konsep khilafah. Oleh karena itu, pengertian khilafah sebagai  
sistem pemerintahan alternatif tidak hanya mencakup aspek teologis saja, melainkan juga  aspek 
sejarah, politik, sosial, dan kontemporer. Penelitian di bidang ini terus berkembang untuk 
memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsep khilafah sebagai sistem 
pemerintahan dan maknanya dalam konteks dunia modern. 

 
METODE PENELITIAN 

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Metode pengumpulan data ini 
melibatkan pencarian literatur yang relevan tentang konsep dan dasar penggunaan khilafah dalam 
Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, kitab hadis, serta berbagai buku dan jurnal 
lainnya. Data berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 
menggunakan metode analisis konten untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang 
kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
Sumber data sekunder yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, disusun, 
dan dianalisis sebelumnya oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya. Ini berbeda dengan sumber 

 
2 Zakiah, Darajat (2022) RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP WACANA KHILAFAH 
ISLAMIYAH YANG DIBAWA OLEH HIZBUT TAHRIR. Universitas Andalas. 
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data primer yang merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. 
Sumber data ini diperoleh dari   Literatur yang telah diterbitkan, seperti buku, artikel jurnal, dan 
makalah konferensi, yang membahas topik yang relevan dengan penelitian. Ini bisa menjadi 
sumber informasi yang sangat berharga karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang 
topik yang sedang diteliti. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengertianx Khalifah 

Asalx katax "al-Khiläfah"x berasalx darix katax kerjax "khalafa".x Dalamx bahasax 
Arab,x adax ungkapan:x "Khalafa-hux fix Qawmi-hi",x yangx berartix seseorangx 
menggantikanx (memimpin)x kaumnya,x ataux memikulx kepemimpinan,x makax diax 
dianggapx sebagaix penggantix (Khalifah).x Pengertianx khilafahx dalamx Islamx merujukx 
padax suatux lembagax pemerintahanx yangx didasarkanx padax Al-Qur’anx danx Sunnah.x 
Khilafahx dianggapx sebagaix alatx untukx menjagax kebenaranx agamax danx 
mempromosikanx penerapanx syariah.x Dalamx konteksx ini,x khilafahx tidakx hanyax 
dipandangx sebagaix sistemx yangx menjaminx keamananx masyarakatx darix ancamanx 
eksternalx danx internal,x tetapix jugax sebagaix saranax untukx mendidikx umatx danx 
menciptakanx kondisix yangx lebihx baikx bagix umatx Islam.x Secarax gramatikalx dalamx 
bahasax Arab,x katax khilafahx memilikix maknax "wakil",x "pengganti",x ataux "penguasa",x 
danx merujukx padax jabatanx tertinggix dalamx komunitasx Muslim.x Konsepx inix berkaitanx 
denganx idex "penggantix Rasulullah",x yangx menunjukkanx bahwax khilafahx merupakanx 
posisix yangx menggantikanx peranx Rasulullahx dalamx membimbingx umatx Islam.x 
Pengertianx katax khilafahx telahx mengalamix perkembanganx darix segix maknax khususx 
maupunx umum.x Menurutx Firsx Encyclopediax ofx Islam,x khilafahx diartikanx sebagaix 
"wakil",x "pengganti",x ataux "penguasa",x yangx merupakanx gelarx bagix pemimpinx 
tertinggix dalamx komunitasx Muslim,x danx jugax merujukx padax konsepx "penggantix 
Rasulullah".3x  

Dalamx bentukx jamakx (jama’taqsir),x katax khalifahx terdirix darix duax kata,x yaitux 
khalaifx danx khulafa.x Katax khalaifx terulangx sebanyakx empatx kalix dalamx Al-Qur’an,x 
sepertix dalamx suratx Al-An’amx ayatx 165,x suratx Yunusx ayatx 14x danx 37,x sertax suratx 
Fathirx ayatx 39.x Sedangkanx katax khulafa,x sebagaix bentukx jamakx keduax darix katax 
khalifah,x terulangx sebanyakx tigax kalix dalamx Al-Qur’an,x yaitux dalamx suratx Al-A’rafx 
ayatx 69x danx 74,x sertax suratx An-Namlx ayatx 62.x Darix penjelasanx tersebut,x dapatx 
dipahamix bahwax Al-Qur’anx menggunakanx maknax khalifahx untukx merujukx kepadax 
siapax punx yangx diberix kekuasaanx untukx mengelolax wilayah,x baikx dalamx skalax besarx 
maupunx terbatas.x Pandanganx lainx darix seorangx mufassir,x sepertix Al-Maraghi,x 
menginterpretasikanx khalifahx sebagaix "sesuatux bentukx yangx berbedax darix makhlukx 
sebelumnya,x namunx jugax dapatx diartikanx sebagaix wakilx Allahx SWT." 
Berikutx inix beberapax x pendapatx x parax x ulamax x tentangx x pengertianx khilafahx :Imamx 
Ibnux Khaldunx dalamx Al-Muqaddimahsepertix dikutipx olehx Ad-Dumaiji: 
 xخليفة xبه xوالقائم xخلافةوإمامة xتسمى xبه xالدنيا xظفحيفةعيرشلابحاصنعةباينهنأوبصنملااذهةقيقحانيبدقذإوالدينوسياسة
 وإمام

 
3x Rosix Susanti,x -x (2014)x “PERJUANGANx HTIx DALAMx MEWUJUDKANx KHILAFAHx 
ISLAMIYAHx (ANALISISx TERHADAPx AKTIVITASx AKHWATx HTIx MAHASISWIx UINx SUSKAx 
RIAUx PERIODEx 2013-2014)”.x Universitasx Islamx Negerix Sultanx Syarifx Kasimx Riau. 
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Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (khalifah) dan bahwa ia adalah wakil dari Pemilik 
Syariah (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan 
ini) dinamakan Khilafah dan Imamah dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) 
khalifahxdan imam 

Dalamx aspekx historis,x khilafahx Islamiyahx adalahx suatux konsepx pemerintahanx 
yangx telahx adax dalamx perjalananx sejarahx danx peradabanx umatx Islamx dix seluruhx 
dunia.x Meskipunx Allahx danx Rasul-Nyax tidakx secarax langsungx merincix modelx 
pemerintahanx yangx harusx diadopsix olehx umatx Islam,x dalamx al-Qur'anx danx al-haditsx 
terdapatx sejumlahx istilahx yangx merujukx kepadax pemimpinx sepertix khalifah,x malik,x 
wali,x sultan,x ulilx amri,x imam,x ra'in,x danx amir.x Rasulullahx sendirix telahx menjelaskanx 
denganx jelasx batasanx ketaatanx kepadax pemimpin,x tanggungx jawabx danx peranx 
pemimpin,x sertax kewajibanx rakyatx terhadapx pemimpinx dalamx hadits-haditsnya.4x 
Kemunculanx kembalix gagasanx khilafahx dix Indonesiax didorongx olehx kekecewaanx danx 
ketidakpuasanx sebagianx masyarakatx Muslimx terhadapx pemerintahx yangx dianggapx gagalx 
menyelesaikanx masalahx kompleksx dix tengah-tengahx masyarakat.x Olehx karenax itu,x 
sistemx khilafahx dipandangx sebagaix alternatifx ketikax sistemx demokrasix liberalx danx 
ideologix Pancasilax dinilaix tidakx memberikanx solusix yangx memadai.5 

Sejarahx terusx berlangsung,x danx khilafahx darix masax kex masax telahx 
memberikanx dampakx positif,x termasukx perluasanx wilayahx Islam,x kemajuanx ilmux danx 
peradaban,x sertax munculnyax banyakx pemikirx Muslimx yangx karya-karyanyax banyakx 
diakuix olehx pemikirx modern.x Namun,x penerapanx sistemx khilafahx jugax seringx kalix 
disertaix olehx tindakanx pembantaianx manusia,x baikx atasx dasarx ekspansix wilayahx 
kekuasaanx maupunx untukx menekanx kelompok-kelompokx yangx berbedax pendapatx 
denganx pemerintahx yangx berkuasa.x Banyakx darix kelompok-kelompokx yangx ditindasx 
inix berasalx darix kalanganx Muslimx sendiri.6 
Konsepx Khilafahx dalamx konteksx politikx danx sosialx Islam 

Definisix pemerintahanx dalamx konteksx yangx lebihx terbatasx adalahx sebagaix 
badanx ataux lembagax negarax yangx memilikix tanggungx jawabx untukx menjalankanx 
fungsi-fungsix pemerintahan.x Dix sisix lain,x dalamx artix yangx lebihx umum,x pemerintahanx 
merujukx padax fungsix yangx mencakupx semuax tindakan,x keputusan,x danx langkah-
langkahx yangx diambilx olehx berbagaix badanx pemerintahanx untukx mencapaix tujuan-
tujuanx administratif.x Istilahx "Islam"x jugax berasalx darix katax "istislam"x yangx berartix 
menyerahkanx dirix sepenuhnyax kepadax kehendakx Allah,x sertax katax "salam"x yangx 
berartix keselamatan,x danx "salima"x yangx berartix kesejahteraan.x Denganx demikian,x 
Islamx dapatx diartikanx secarax harfiahx sebagaix penyerahanx diri,x yangx mengimplikasikanx 
bahwax pengikutnyax akanx mencapaix keselamatanx danx kesejahteraanx dix duniax danx 
akhirat.x Olehx karenax itu,x pemerintahanx Islamx dapatx dijelaskanx sebagaix salahx satux 
strukturx fundamentalx dalamx sistemx politikx yangx mengaturx mekanismex pemerintahanx 
dix negara-negarax Islamx (darx al-Islam),x yangx dipimpinx olehx seorangx pemimpinx yangx 
dikenalx sebagaix wali/amir/khalifahx ataux denganx istilahx lainnya. 

 
 
5x Saipulx Hamdi,x Fadlix Mulyadi,x Swartox (2021)x “DE-RADIKALISASIx ISLAM,x KHALIFAHx 
DANx PENDIDIKANx PANCASILAx DIx KOMUNITASx WAHABISMEx DIx INDONESIA.Depertemenx 
Sosiologi,x Universitasx Mataram. 
6x Abdurahmanx Abdullahx (2021)x “ANALISISx KRITISx TEORIx DANx PENERAPANx KONSEPx 
KHILAFAHx PASCAx NABIx SAWx WAFAT,Jurnalx Politikx Islam 
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Darix sudutx pandangx seorangx Muslim,x negarax (dalamx konteksx ini,x negarax 
Islam)x adalahx sebuahx ideologix yangx didasarkanx padax keyakinanx Islam,x yangx berartix 
sistemx hukumnyax berasalx darix ajaranx agamax tersebut.x Karenax berakarx padax 
keyakinanx agamax semata,x negarax inix tidakx terikatx olehx batasan-batasanx sepertix 
wilayah,x ras,x etnis,x keturunan,x ataux warnax kulitx tertentu.x Tatax negarax Islamx berdirix 
dix atasx prinsipx "Lax ilahax illallah"x yangx artinyax "Tidakx adax Tuhanx selainx Allah",x 
sehinggax fokusx pertamax adalahx membersihkanx hatix nuranix anggotax masyarakatnyax 
darix bentukx penyembahanx selainx Allahx SWTx dalamx segalax bentuknya.x Merekax yangx 
memilikix pemahamanx inix adalahx yangx layakx untukx membangunx masyarakatx Islam,x 
dix manax prinsipx "Lax ilaahax illallah,x Muhammadurx Rasulullah"x menjadix lambangnya.x 
Rasulullahx Sawx tidakx meninggalkanx instruksix politikx yangx rincix tentangx carax 
membentukx Majelisx Syura,x sehinggax terserahx padax umatx Islamx untukx menentukanx 
bagaimanax carax menjalankannyax sesuaix denganx konteksx danx zaman. 

Mendirikanx pemerintahanx Islamx adalahx suatux kebutuhanx yangx bersifatx Islamix 
danx jugax universal,x yangx akanx memberikanx contohx kepadax manusiax mengenaix 
kesatuanx antarax agamax danx dunia,x harmonix antarax nilai-nilaix moralx danx materi,x 
sertax keseimbanganx antarax kemajuanx peradabanx denganx moralitasx yangx tinggi.x 
Denganx demikian,x peranx utamax darix pemerintahanx Islamx adalahx untukx menjagax danx 
memperluasx ajaranx Islam,x mengintegrasikanx Islamx sebagaix landasanx keyakinanx danx 
strukturx kelembagaan,x sertax mengembangkanx praktikx ibadahx danx moralitas,x sertax 
menerapkanx nilai-nilaix Islamx dalamx kehidupanx danx perkembanganx peradaban.7 

Ilmux politikx adalahx studix tentangx politikx ataux politik.x Politikx adalahx upayax 
untukx mencapaix kehidupanx yangx baik.x Menurutx Peterx Merkl,x "politikx dalamx bentukx 
yangx palingx baikx adalahx upayax mencapaix suatux tatananx sosialx yangx baikx danx adil."x 
Secarax umum,x politikx adalahx tentangx membuatx peraturanx yangx dapatx diterimax olehx 
sebagianx besarx wargax untukx membawax masyarakatx menujux kehidupanx bersamax yangx 
harmonis.x Ilmux Politikx adalahx bidangx studix yangx memfokuskanx padax aspekx tertentux 
darix kehidupanx masyarakatx yangx terkaitx denganx masalahx kekuasaan.x Secarax umum,x 
ilmux politikx adalahx disiplinx yangx mengkajix hubunganx kekuasaan,x baikx dix antarax 
wargax negara,x antarwargax negarax danx negara,x maupunx antarax negara. 

Dalamx konteksx politikx danx sosialx Islam,x khilafahx dipahamix sebagaix suatux 
sistemx pemerintahanx yangx didasarkanx padax hukumx Islamx danx mengklaimx sebagaix 
satu-satunyax pemerintahanx yangx mempersatukanx seluruhx umatx Islam.x Khalifahx dalamx 
konsepx inix dianggapx sebagaix pemimpinx yangx memilikix wewenangx atasx kepemimpinanx 
umatx Islamx danx memilikix tanggungx jawabx untukx mengurusx urusanx agamax danx 
dunia.x Konsepx inix terkaitx denganx pandanganx Islamx yangx menyorotix pentingnyax 
keadilanx danx kesejahteraanx dalamx tatananx pemerintahan,x sertax mengakuix Islamx 
sebagaix sumberx inspirasix dalamx arenax politik.x Dalamx erax modern,x konsepx Khilafahx 
seringx dikaitkanx denganx strukturx kekuasaanx politikx dalamx Islam.x Dalamx konteksx ini,x 
parax ulamax klasikx telahx menggunakanx istilahx "imamah,"x yangx kemudianx digantikanx 
denganx istilahx "daulah"x untukx merujukx kepadax negara.x Ibnux Khaldunx jugax 
menjelaskanx bahwax kekuasaanx dalamx Khilafahx harusx sesuaix denganx hukumx Islamx 
danx harusx dapatx diikutix karenax kualitasnya.x Khalifah,x dalamx peranx sebagaix wakilx 
ataux penerus,x tidakx bolehx bertindakx atasx namax pribadinya,x melainkanx harusx 

 
7x Dedyx Slametx Riyadi,x Analisisx terhadapx Konsepx Khilafahx Menurutx Hizbutx Tahrir 
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bertindakx atasx namax yangx diwakilkannya,x yaitux wargax negara.x Jikax khalifahx 
dianggapx sebagaix wakilx Tuhan,x makax sebagaix pemimpinx ataux imam,x iax harusx 
bertindakx sesuaix denganx aturan-aturanx Tuhan.8 

Sebab,Khilafahx ataux negarax Islamx adalahx sebuahx lembagax politikx yangx takx 
terpisahkanx darix aktivitasx politik.x Sementarax aktivitasx politikx Islamx berdasarkanx padax 
empatx prinsip.x Olehx karenax itu,x penulisx akanx menjelaskanx terlebihx dahulux mengenaix 
empatx prinsipx aktivitasx politikx dalamx Islam,x yangx meliputi;x  

Asasx pertamax darix aktivitasx politikx dalamx Islamx adalahx kedaulatanx ditanganx 
syariahx (As-Siyadahx lix As-Syar’i).x Istilahx "kedaulatan"x sebenarnyax bukanx berasalx darix 
konsepx Islam,x tetapix diterjemahkanx kex dalamx bahasax Arabx sebagaix as-siyadah.x 
Dalamx bahasax Inggris,x istilahx inix disebutx sovereignty.x Maknanyax adalahx "sesuatux 
yangx mengendalikanx danx melaksanakanx aspirasi".x Ketikax seseorangx mengendalikanx 
danx melaksanakanx aspirasinyax sendiri,x iax menjadix hambax (abdun)x sekaligusx tuanx 
(sayyid). 

Asasx keduax dalamx aktivitasx politikx dalamx Islamx adalahx kekuasaanx ditanganx 
umatx (assulthanx lix al-ummat).x Prinsipx inix tercerminx dalamx pengambilanx kekuasaanx 
yangx dilakukanx dalamx Al-Hadistx maupunx Ijma’x sahabat,x yangx semuanyax dilakukanx 
melaluix bai’at,x yaknix akadx yangx diberikanx olehx umatx kepadax Khalifah. 

Asasx ketigax darix aktivitasx politikx dalamx Islamx adalahx kewajibanx 
pengangkatanx satux khalifahx untukx seluruhx kaumx musliminx (wujudx nashbix al-khalifahx 
al-wahidx lix al-muslimin). 

Asasx keempatx darix aktivitasx politikx dalamx Islamx adalahx bahwax Khalifah-lahx 
satu-satunyax yangx berhakx mengambilx danx menetapkanx hukumx syariahx yangx akanx 
dijadikanx undang-undangx (lix al-khalifahx wahdahx haqx at-tabbani).9 

Dalamx strukturx Negarax Khilafahx Islamiyahx dalamx Sistemx Pemerintahanx Islam,x 
setiapx kegiatanx pemerintahanx haruslahx didasarkanx padax prinsip-prinsipx syariah.x Bagix 
aktivitasx pemerintahanx yangx tidakx didukungx secarax langsungx olehx dalilx syariah,x 
makax halx tersebutx tidakx dapatx dianggapx sebagaix bagianx darix strukturx pemerintahan.x 
Denganx merujukx padax dalil-dalilx yangx terdapatx dalamx Al-Qur'an,x Al-Hadist,x Ijma'x 
Sahabat,x danx Qiyas,x strukturx pemerintahanx Islamx dapatx dibagix menjadix delapanx 
bagian: 
1. Khalifah:x Sebagaix wakilx umatx dalamx urusanx pemerintahanx danx kekuasaan,x 

Khalifahx bertanggungx jawabx atasx penerapanx hukum-hukumx syariah,x karenax 
pemerintahanx danx kekuasaanx dalamx Islamx dimilikix olehx umat.x Dalamx halx ini,x 
umatx menyerahkanx urusanx tersebutx kepadax seorangx wakil. 

2. Mu'awinx Tafwidhx (Wakilx Khalifahx Bidangx Pemerintahan):x Sebagaix asistenx yangx 
ditunjukx olehx Khalifah,x Mu'awinx Tafwidhx berbagix tanggungx jawabx dalamx 
pemerintahanx danx kekuasaan.x Khalifahx akanx menyerahkanx urusanx negarax kepadax 
Mu'awinx Tafwidhx berdasarkanx pendapatnyax danx keputusanx tersebutx diambilx 
berdasarkanx Ijtihadnya. 

3. Mu'awinx Tanfizx (Setiax Usahax Negara):x Mu'awinx Tanfizx adalahx asistenx yangx 
membantux Khalifahx dalamx masalahx operasionalx danx selalux mendampingix 

 
8x Ahmadx Nasirx Hasibuan,x Hotmatuax Paralihan,x Windax Sarix (2024)x “Konsepx Khilafahx dalamx 
Sistemx Politikx Islamx Menurutx Buyax Hamka,Jurnalx Pendidikanx Tambusai 
9x Adhayanto,x O.,x 2011.x Khilafahx dalamx sistemx pemerintahanx Islam.x Jurnalx Ilmux Politikx 
danx Ilmux Pemerintahan,x 1(1),x pp.80-98. 
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Khalifahx dalamx menjalankanx tugas-tugasnya.x Diax berperanx sebagaix penghubungx 
antarax Khalifahx denganx rakyatx danx denganx negarax lain. 

4. Amirx Jihadx (Panglimax Perang):x Amirx Jihadx adalahx individux yangx dipilihx olehx 
Khalifahx untukx memimpinx urusanx luarx negeri,x militer,x keamananx dalamx negeri,x 
danx perindustrian.x Namanyax disebutx Amirx Jihadx karenax diax bertanggungx jawabx 
atasx bidang-bidangx yangx secarax langsungx terkaitx denganx jihad. 

5. Wullatx (Pimpinanx Daerahx Tingkatx Ix danx II):x Wullatx ataux seringx disebutx wali,x 
adalahx orangx yangx diangkatx olehx Khalifahx untukx memimpinx pemerintahanx dix 
suatux daerahx tertentux danx menjadix pimpinanx dix daerahx tersebut.x Negarax yangx 
dipimpinx olehx Khilafahx Islamiyahx dapatx diklasifikasikanx menjadix wilayahx danx 
imalah,x yangx dipimpinx olehx walix danx amilx ataux hakim. 

6. Qadhix ataux Qadhax (Hakimx ataux Lembagax Peradilan):x Qadhix ataux Qadhax adalahx 
lembagax yangx bertugasx menyelesaikanx perselisihanx dix antarax anggotax masyarakatx 
ataux antarax masyarakatx denganx aparatx pemerintahan.x Merekax menyampaikanx 
keputusanx hukumx yangx mengikat. 

7. Jihadx Idarix (Jabatanx Administrasix Umum):x Urusanx negarax danx kepentinganx 
rakyatx diaturx melaluix departemen,x jabatan,x ataux unitx yangx didirikanx untukx 
menjalankanx urusanx negarax danx memenuhix kepentinganx rakyat. 

8. Majllisx Ummat:x Majllisx Ummatx terdirix darix orang-orangx yangx mewakilix aspirasix 
kaumx muslimin,x bertindakx sebagaix pertimbanganx bagix Khalifah,x danx tempatx 
Khalifahx memintax masukanx dalamx urusan-urusanx kaumx muslimin. 

Faktor-Faktorx munculnyax gerakanx ataux organisasix yangx memperjuangkanx 
kembalinyax Khilafahx sebagaix sistemx pemerintahan 

Awalx munculx Gerakanx ataux organisasix yangx memperjuangkanx kembalinyax 
khifalahx sebagaix sistemx pemerintahanx karenax kelompokx kelompokx yangx mendukungx 
kembalinyax khilafahx percayax bahwax sistemx tersubtx adalahx satux sastunyax sistemx yangx 
sesuaix denganx ajaranx islamx danx syariatx islamx Dix tengah-tengahx perkembanganx 
gerakan-gerakanx sosialx danx politikx dix masyarakat,x timbulx pulax gerakanx sosialx barux 
darix kalanganx umatx Islamx yangx memilikix semangatx yangx cukupx radikalx untukx 
mengimplementasikanx syariatx Islamx dalamx kehidupanx sosial.x Menurutx pandanganx 
mereka,x syariatx Islamx dianggapx sebagaix opsix yangx perlux dipertimbangkanx sebagaix 
dasarx untukx memajukanx bangsax Indonesiax menujux kehidupanx yangx lebihx baikx secarax 
materialx danx spiritual.x Konsepx Khilafahx dianggapx tidakx sejalanx denganx prinsip-
prinsipx Pancasilax yangx menjadix landasanx negara.x Pancasila,x yangx disepakatix olehx 
parax pendirix negara,x dirumuskanx untukx memberikanx keberkahanx bagix agamax danx 
duniax bagix wargax negara.x Silax pertamax Pancasilax adalahx intix darix penjagaanx agamax 
bagix setiapx individux yangx harusx dijaminx olehx pemerintah.x Bagix umatx Muslim,x silax 
pertamax inix merupakanx perwujudanx darix konsepx tauhidx yangx harusx diyakinix dalamx 
kata-katax danx tindakanx mereka.x Sebagaix pemimpinx Indonesiax saatx ini,x pemimpinx dix 
masax depanx harusx memilikix kemampuanx untukx menyatukanx peranx agamax denganx 
urusanx duniax bagix wargax negaranyax denganx memberikanx keberkahan.x Agamax tidakx 
bolehx dianggapx sebagaix penghalangx dalamx pembangunanx negarax sepertix yangx 
dikonsepsikanx olehx beberapax pemikirx ataux tokohx Barat.10 

 
10x Krianx Bariyadi.,x 2023.x Konsepx Khilafahx Dalamx Islam.x Universitasx Islamx Negerix 
Prof.K.Hx Saifuddinx Zuhrix Purwokerto 
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Munculnyax mediax sosialx danx internetx jugax memungkinkanx gagasanx tentangx 
pemulihanx kekhalifahanxmenyebar lebih cepatx danx efisien,x danx menjangkaux lebihx 
banyakx orangx di dunia Islam. Selainx itu,x ketidakstabilanx politikx dix negara-negara 
mayoritas Muslim,x termasukx konflikx dix Timurx Tengah,x x telahx meningkatkanx seruanx 
kembalinyax kekhalifahanx dalamx beberapax tahunx terakhir.x Adax banyakx faktorx yangx 
mempengaruhix munculnyax gerakanx Islamx dix Indonesia.x Namun,x hasilx penelitianx 
menunjukkanx setidaknyax adax empatx faktorx fundamentalx yangx menjadix pendorongx 
utama: 

Pertama,x Faktorx Ideologix Politik.x Padax erax reformasi,x terjadix perubahanx 
mendasarx dalamx sistemx ideologix danx politikx masyarakatx Indonesia.x Pancasilax tidakx 
lagix dianggapx sebagaix asasx Tunggalx dalamx organisasix sosialx danx politik.x Halx inix 
membukax peluangx bagix kelompok-kelompokx Islamx untukx membangunx gerakanx 
berbasisx Islam. 

Kedua,x Faktorx Sosialx Budaya.x Meskipunx Pancasilax menekankanx budayax 
religius,x banyakx gerakanx Islamx merasax bahwax perkembanganx budayax Indonesiax tidakx 
lagix mencerminkanx nilai-nilaix religius.x Inix mendorongx kelompokx Islamx radikalx untukx 
melakukanx tindakan-tindakanx sepertix nahix munkar,x yaitux menghilangkanx praktek-
praktekx maksiat. 

Ketiga,x Faktorx Solidaritasx danx Pembelaan.x Sebagianx gerakanx Islamx munculx 
sebagaix bentukx solidaritasx untukx membelax kelompokx Islamx yangx merekax anggapx 
diperlakukanx tidakx adilx olehx pemerintahx ataux kelompokx lain.x Kelompok-kelompokx inix 
merasax perlux melakukanx pembelaanx karenax pemerintahx dinilaix tidakx memberikanx 
perlindunganx yangx memadai. 

Keempat,x Faktorx Teologisx Doktriner.x Gerakanx Islamx kontemporerx yangx 
cenderungx radikalx seringx kalix tumbuhx sebagaix responsx terhadapx praktik-praktikx 
keagamaanx yangx dianggapx sebagaix bid'ah.x Merekax menganggapx bahwax praktik-praktikx 
inix bertentanganx denganx ajaranx Islamx yangx sebenarnya,x danx halx inix mempengaruhix 
perkembanganx gerakanx Islamx dix Indonesia.11 

 
KESIMPULAN 

Asalx katax "al-Khiläfah"x berasalx darix katax kerjax "khalafa".x Dalamx bahasax 
Arab,x katax khilafahx memilikix maknax "wakil",x "pengganti",x ataux "penguasa",x danx 
merujukx padax jabatanx tertinggix dalamx komunitasx Muslim.x Konsepx khilafahx dalamx 
Islamx merujukx padax suatux lembagax pemerintahanx yangx didasarkanx padax Al-Qur'anx 
danx Sunnah.x Menurutx Firsx Encyclopediax ofx Islam,x khilafahx diartikanx sebagaix 
"wakil",x "pengganti",x ataux "penguasa",x yangx merupakanx gelarx bagix pemimpinx 
tertinggix dalamx komunitasx Muslim,x danx jugax merujukx padax konsepx "penggantix 
Rasulullah".x Dalamx bentukx jamakx (jama'taqsir),x katax khalifahx terdirix darix duax kata,x 
yaitux khalaifx danx khulafa.x Katax khalaifx terulangx sebanyakx empatx kalix dalamx Al-
Qur'an,x sedangkanx katax khulafax terulangx sebanyakx tigax kali.x Darix penjelasanx 
tersebut,x dapatx dipahamix bahwax Al-Qur'anx menggunakanx maknax khalifahx untukx 
merujukx kepadax siapax punx yangx diberix kekuasaanx untukx mengelolax wilayah,x baikx 
dalamx skalax besarx maupunx terbatas.x Konsepx khilafahx dalamx konteksx politikx danx 

 
11x Muhammadin,x Gerakanx endirianx Khilafah),x Institutx Agamax Islamx Negerix Radenx Fatahx 
Palembang) 
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sosialx Islamx adalahx sebagaix sebuahx sistemx pemerintahanx yangx didasarkanx padax 
hukumx Islamx danx mengklaimx sebagaix satu-satunyax pemerintahanx yangx 
mempersatukanx seluruhx umatx Islam.x Khalifahx dalamx konsepx inix dianggapx sebagaix 
pemimpinx yangx memilikix wewenangx atasx kepemimpinanx umatx Islamx danx memilikix 
tanggungx jawabx untukx mengurusx urusanx agamax danx dunia.x Dalamx strukturx Negarax 
Khilafahx Islamiyahx dalamx Sistemx Pemerintahanx Islam,x setiapx kegiatanx pemerintahanx 
haruslahx didasarkanx padax prinsip-prinsipx syariah.x Bagix aktivitasx pemerintahanx yangx 
tidakx didukungx secarax langsungx olehx dalilx syariah,x makax halx tersebutx tidakx dapatx 
dianggapx sebagaix bagianx darix strukturx pemerintahan.x Denganx merujukx padax dalil-dalilx 
yangx terdapatx dalamx Al-Qur'an,x Al-Hadist,x Ijma'x Sahabat,x danx Qiyas,x strukturx 
pemerintahanx Islamx dapatx dibagix menjadix delapanx bagian:x Khalifah,x Mu'awinx 
Tafwidhx (Wakilx Khalifahx Bidangx Pemerintahan),x Mu'awinx Tanfizx (Setiax Usahax 
Negara),x Amirx Jihadx (Panglimax Perang),x Wullatx (Pimpinanx Daerahx Tingkatx Ix danx 
II),x Qadhix ataux Qadhax (Hakimx ataux Lembagax Peradilan),x Jihadx Idarix (Jabatanx 
Administrasix Umum),x danx Majllisx Ummat.x Faktorx munculnyax gerakanx ataux 
organisasix yangx memperjuangkanx kembalinyax Khilafahx sebagaix sistemx pemerintahanx 
adalahx faktorx Ideologix Politik,x Sosialx Budaya,x Solidaritasx danx Pembelaan,x danx 
Teologisx Doktriner.x Padax erax reformasi,x terjadix perubahanx mendasarx dalamx sistemx 
ideologix danx politikx masyarakatx Indonesia.x Pancasilax tidakx lagix dianggapx sebagaix 
asasx Tunggalx dalamx organisasix sosialx danx politik.x Halx inix membukax peluangx bagix 
kelompok-kelompokx Islamx untukx membangunx gerakanx berbasisx Islam.x Meskipunx 
Pancasilax menekankanx budayax religius,x banyakx gerakanx Islamx merasax bahwax 
perkembanganx budayax Indonesiax tidakx lagix mencerminkanx nilai-nilaix religius.x Inix 
mendorongx kelompokx Islamx radikalx untukx melakukanx tindakan-tindakanx sepertix nahix 
munkar,x yaitux menghilangkanx praktek-praktekx maksiat.x Sebagianx gerakanx Islamx 
munculx sebagaix bentukx solidaritasx untukx membelax kelompokx Islamx yangx merekax 
anggapx diperlakukanx tidakx adilx olehx pemerintahx ataux kelompokx lain.x Gerakanx Islamx 
kontemporerx yangx cenderungx radikalx seringx kalix tumbuhx sebagaix responsx terhadapx 
praktik-praktikx keagamaanx yangx dianggapx sebagaix bid'ah.x Merekax menganggapx bahwax 
praktik-praktikx inix bertentanganx denganx ajaranx Islamx yangx sebenarnya,x danx halx inix 
mempengaruhix perkembanganx gerakanx Islamx dix Indonesia.x Sehingga,x hasilx penelitianx 
menunjukkanx setidaknyax adax empatx faktorx fundamentalx yangx menjadix pendorongx 
utamax darix munculnyax gerakanx Islamx dix Indonesia 
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